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A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membuinitdntara
satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup ddophsebagai
manusia. Karena keberadaan manusia sebagai maldasikl, maka
masing-masing individu memiliki kepentingan-kepeg#n yang terwujud
dalam suatu bentuk kerjasama dan bahkan sebalifnga dapat
menimbulkan pertentangan-pertentangan diantara siaitu sendiri. Hal
yang demikian sangat membahayakan ketertiban, kemmadan
keselamatan masyarakat itu sendiri. Jika tidakudiatiscaya akan terjadi
“homo homini lupus™
Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakatertt
memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetegpiusia tetap tidak
menginginkan terjadinya bentrokarchfod antara sesama anggota
masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kealamgang
memungkinkan keinginan-keinginan manusia dapatujev Dalam hal
hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organmsgra yang

merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani alekar negara

tersebut. Apabila hal ini di tinjau dari segi hukummaka tertib

! Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin MeliaRsikologi Kriminal dalam Teori dan
Praktek Hukum Pidanaet. ke-1 Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, [2I5.



bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslatasdrkan pada
Undang-Undang Dasar negara tersébut.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan datesyarakat
dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hylmy bersifat
mengatur Kelegen/anvullen rechtdan peraturan hukum yang bersifat
memaksadwingen rechtkepada setiap anggota masyarakat agar taat dan
mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatank tidaleh
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalamuperahukum yang
ada dan berlaku dalam masyarakat, sehingga pergteraturan hukum
yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas kedalitfan masyarakat,
untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dagréngsung terus
dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pungefilakukan,
baik yang bersifat preventif maupun represif. Hahgy bersifat preventif
misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan Undadgng.
Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hakdnukuman
terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahat@@aupun
pelanggaran.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada sepedaku
jarimah bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk batbsuatu
jarimah serupa, sebab larangan atau perintah sensta tidak akan

cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatuakedn, bahkan suatu

2 padmo WahjonoSistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Panca$iidato
Iimiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas émésia ke-33Jakarta: Rajawali, 1983, him. 1.
% SudarsonoPengantar llmu Hukumlakarta: Rineka Cipta, 1995, him. 48.



perusakan bagi si pembuat sendiri, namun hukunraehtet diperlukan,
sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi rakatfaKetika
terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudiamhigkuoim, maka ini
merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak kokkn kejahatan.
Dalam hukum Islam, hukuman itu sendiri pada intirbpigkan supaya
pelakujarimah mendapat derita karena pembalasan, akan tetagifdter
preventifterhadap pelakjarimah dan pengajaran serta pendidikan.

Sebuah aturan hukum ada karena adanya sebuah alady@bi-
ius ubi-societas Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam
pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidwgng jujur dan
damai dalam seluruh lapisan masyar&kat.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberagiarbavienurut
isinya, hukum terdiri dari hukunprivat dan hukumpublik Inisiatif
pelaksanaan hukumrivat diserahkan kepada masing-masing pihak yang
berkepentingan. Kedudukan antara individu adalafizontal Sedangkan
inisiatif pelaksanaan hukunpublik diserahkan kepada negara atau
pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beser@ng&atnyd. Sehingga
dalam hal ini pemerintahan suatu negara mempumnydii gang cukup

besar dalam proses penegakkan suatu hukum dimkaiara

* A. Hanafi,Asas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1967, him. 3.

® Abdul al-Qadir AuwdahAl Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy Jilid |, Kairo: Dar al-Urubah,
1963. him. 442.

® Ibid, him. 4.

" Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Melidlaid, him. 26.



Di negara kita pemerintahan menurut fungsi dandiga terbagi
menjadi dua bagian, yakni pemerintahan pusat derepetahan daergh.
Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18iydé&gara Republik
Indonesia menjamin adanygesentralisasidan otonomi yang luas bagi
daerah-daerah di seluruh Indonesi&ehingga pemerintahan daerah
memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakamlard
menyelenggarakan pemerintahan di daerah, kebijakaerah yang
dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah daatiPan Kepala
Daerah, akan tetapi kebijakan daerah dimaksud tiddéh bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan pergngetangan yang
lebih tinggi*®

Implementasi politikdesentralisasmelalui UU No 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperdangan UU No
32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, telamgemébangkan
tatanan perpolitikan yang meletakkan otonomi daesabagai azas
kehidupan baru dalam pengelolaan tata kepemermtdhdaerah-daerah.
Dalam perkembangannya, implementadesentralisasi dan otonomi
daerah ini tenyata direspon sangat beragam daedeedntara satu daerah

dan daerah lainnya. Di satu sisi hal itu merupakansekuensi dari

8 Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fgregserintahan daerah yang dilakukan
oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu: pemergdahah dan dewan perwakilan rakyat daerah
(DPRD). Lihat A.W. Widjaya, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesian (Dalam Rangka
Soialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintabDaerah) Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007, him. 140.

® Jimliy Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesidakarta: Sekretariat
Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI6260m. 262.

19 Rozali Abdullah,Pelaksanaan Otonomi Luasakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005. him. 132.



implementasi otonomi daerah itu sendiri, namuniglilain menunjukkan
bahwa otonomi daerah telah mendorong banyak petakridaerah
melakukan improvisasi, kreasi, inovasi, dan sekaliguga distorsi
kebijakan yang seringkali susah untuk dipahami re@dat, bahkan oleh
berbagai kalangan ahli sekalipun. Keleluasaan dataembuat suatu
kebijakan akan mendorong pemerintahan daerah mesgadat produktif
dalam melahirkan kebijakan publik termasuk Perdzhirggga hampir
setiap jengkal kehidupan di daerah tidak terlepaisRerda

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan k untu
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatumgeningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyaB&#ain itu juga
pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkaa sayg dengan
memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, laadil serta
pemanfaatan potensi dan keanekaragaman daerah datam negara
kesatuan Republik Indonesa.

Di Tangerang terdapat banyak sekali Perda, salamysa adalah
Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang PelararRgacuran.
Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Perda inmdal@aya untuk
melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakatgyéertib dan dinamis

serta dalam rangka mencegah terhadap praktek-grpktacuran di Kota

! pudjo Suharso, Makalah, disampaikan dalam DisRasiel,Pro dan Kontra PERDA
Syariah,diselenggarakan oleh Fakuttas Ilmu Agama Islamagsati Sabtu 20 Agustus 2006 di
Kampus FIAI Ull Yogvakarta. dapat juga dilihat dalgurnal Al-Mawarid Edisi XVI, 2006, him.
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Tangerang. Perda ini disahkan oleh DPRD Kota Tamgedan Walikota
Tangerang pada tanggal 25 November 2605.

Perda ini berisi tentang pelarangan bagi siapa putuk
melakukan suatu pelacuran yakni hubungan sekslualr giernikahan baik
dua jenis kelamin yang berbeda maupun dua jeri@rke yang sama
yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik serskndiri ataupun
bersama-sama yang dilakukan baik di tempat berugal, hrestoran,
tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun dpagtempat lain di
Kota Tangerand?

Demikian juga dalam pandangan hukum Islam, defipgdacuran
dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 28@tang pelarangan
pelacuran di atas termasuk dalam kategori perbuatem karena zina
dalam Islam ialah setiap hubungan kelamin dilukammj baik pelaku
sudah nikah atau belum nikah, baik suka sama stda tadak, tetap
dinamakan zina. Sebaliknya, hukum positif tidak raedang semua
hubungan kelamin di luar pernikahan sebagai ziadaRimumnya, yang
dianggap sebagai zina menurut hukum positif ituybh hubungan
kelamin diluar pernikahan yang dilakukan oleh orar@ng yang berada
dalam status bersuami atau istri sdjalal ini dapat dilihat dalam Pasal

284 Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) yandpbeyi:

3lihat, Perda kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tall@b2entang Pelarangan Pelacuran.
% |bid, Dalam Ketentuan Umum, Bab ke I.
5 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islamjakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 3.



(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembbaitan:

a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan, zina
padahal diketahui, bahwa pasal 27 Kitab Undangamgl
Hukum Perdata berlaku baginya.

b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakulzar'2i

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagaiauarpribadi
dan hanya menyinggung hubungan individu dan tidadnyimggung
hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukuitif @gmbila zina
dilakukan atas dasar sukarela (suka sama suka) pel&lu zina tidak
perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak pdek yang
dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduaiaam keadaan masih
dalam tali perkawianan. Dalam hal ini perbuatasdieut baru dianggap
sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukurkarena hal itu
melanggar kehormatan perkawinan.

Sedangkan Islam melarang zina dan mengancamnyaarmleng
hukuman bukan hanya zina sebagai suatu dosa besdainkan juga
sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbabgdaé perbuatan
memalukan lainya® Zina juga dapat merusak sistem kemasyarakatan dan
mengancam keselamatan umat manusia karena zina paRkaru
pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkaluaskaan merupakan

dasar berdirinya masyarakat dan Islam menghendakggengnya

masyarakat yang kukuh dan kd&tBahkan sesungguhnya barat seperti

him. 31.

'8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHMasal 284 ayat 1.
' Ibid. him. 4
'8 Abdurrahman | DoiTindak Pidana dalam Syariat Islariakarta: Rineka Cipta, 1992,

19 Ahmad Wardi MuslichLot cit.



halnya Negara Amerika justru sekarang mengelubsakiergaulan bebas.
Hal ini disebabkan karena terjadingakadensimoral, hiper sex nafsu
kebinatangan mengalahkan nafsu kemanusiaan, hijangsa malu dan
kegoncangan masyarakat di AmerfRaAkibat yang paling parah lagi
adalah akan menimbulkan maraknya anak-anak yaak s@ah (lahir diluar
pernikahan), banyaknya pemuda-pemudi yang lajangnydknya
perceraian, rusaknya rumah tangga dan menyebaemyakit yang ganas
yang kita kenal dengan AIDS. Semua itu menunjulebekaran apa yang
pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam akblbadist yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya:

“Tidaklah suatu perbuatan keji itu melanda di suabangsa

sampai mereka melakukan perbuatan keji itu secamaparan,

melainkan akan marak di tengah-tengah mereka pényala’'un

dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada orangng

terdahulu” *

Hukum Pidana Islam jifayah) didasarkan pada perlindungan
HAM (Human Right yang bersifat primerQaruriyyah) yang meliputi
perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, ldata. Perlindungan
terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinasnakaqgasid asy-
syari’ah. Hakikat dari pemberlakuan Syari’at (hukum) olahan adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslah#dtandapat

diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dagiatujudkan dan

dipelihara®? sehingga semua yang mencakup jaminan perlindukgjama

%0 Ghazali Mukri,Panduan Figh Perempualpogyakarta: Salma Pustaka, him. 86.

* Ipid, him. 87- 92.

2 Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari'ah Menurut Asy-Syatist. ke-1 Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996. him. 71-72.



hal pokok tersebut dikategorikamaslahah (kemaslahatan) dan semua
yang mengancam kemaslahatan atau merugikan keliolakp itu
dikategorikanmafsadahdan suatu upaya menghindanafsadahadalah
maslahah termasuk menghindari pelacuran.

Kemudian dalam Perda Kota Tangerang No 8 Seri i &005
tentang Pelarangan Pelacuran, terdapat ketentummapisebagai bentuk
adanya sanksi terhadap pelanggaran Perda ini. Addptentuan
pidananya terdapat pada pasal 9 ayat (1) sebagjaite

Diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataunde setinggi-
tingginya 15.000.000, -(lima belas juta rupiah).

Disamping ketentuan pidana, dalam Perda ini jugalapat
pelarangan-pelarangan, seperti halnya yang terdagdd@ pasal 3 dan
pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda Pelarangan Pelatiraikietentuan bagi
siapa pun yang melanggar pasal 3 dan pasal 4 ayadaf (2) maka
Pemerintah Kota tangerang akan melakukan penindddampengendalian
seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) das€&tp pasal 6. Perda Kota
Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang PelaraRgdacuran ini
mengikat bagi semua orang yang berada di Tangetzl, penduduk
Tangerang atau bukan, dan baik dilakukan sendudige atau pun
bersama-sam&>

Sedangkan dalam Islam ketentuan pidana atau spitksa bagi

pelaku zina yakni didera seratus kali dan pengasirgelama 1 (satu)

% lihat, Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tah®@52tentang Pelarangan
Pelacuran.



tahun bagi pelaku zina yang belum berkeluargdoif muhsoh
sedangkan hukuman bagi pelaku yang sudah berkal@atghson adalah
rajam disampingdera 100 (seratus) kafi* Karena dalam hukum Islam
penentuan hukuman akan lebih besar apabila yan@koign zina
tersebut orang yang masih punya status dalam @ik hal ini bukan
didasarkan karena mengingkari janji (akad nikahy &arena melanggar
hak tempat tidur orang lain, tetapi karena mereldampiaskan nafsu
sahwatnya tidak berdasarkan jalan syariat yang’sah.

Permasalahan yang timbul akibat munculnya Perdebénmula
ketika berkembang pemberitaan salah tangkap yangmpa beberapa
perempuan di Kota Tangerang, antara lain seorangdb dua putri yang
bekerja sebagai pelayan restoran di kawasan Cesgkayakni Lilis
Lindawati 36 tahun, kejadian ini terjadi pada Semalam jam 22.00
Tanggal 27 Februari 2006 di Jalan Otista, GerendEaggerang, bermula
ketika lilis sedang menunggu Angkutan Umum untukapg ke rumah
tiba-tiba lilis ditangkap oleh Sat-Pol PP Kota Tearang dengan alasan
karena diduga sebagai pekerja seks komersial (H3#am persidangan
pada hari Selasa 28 Februari 2006, Lilis divonisagai pelacur sehingga
didenda Rp 300.000, Karena tidak mampu membayairrgleh lilis
dikenai kurungan selama 3 (tiga) hari. Banyak kgdanyang menganggap
bahwa kalau Perda ini dipertahankan maka akan katefgadi salah

tangkap, karena razia yang dilakukan oleh petug@sa8 Polisi Pamong

43.

24 Ahmad Wardi MuslichQp,.Cit him. 28.
% Abul A'la Almaududi,Kejamkah Hukum Islandakarta: Gema Insani Prees, 1992, him.
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Praja Kota Tangerang terhadap seorang pelacur héweydasarkan
anggapan atau persangkaan saja, tanpa adanya sudiuawal yang
cukup. Sehingga dalam implementasinya sering terj@sus salah
tangkap akibat disangka sebagai pelacur, padahampean baik-baik®
Padahal dalam hukum Islam sudah ditetapkan bahwaudoé orang
berzina tanpa empat orang saksi maka akan dijattuman yang sangat
berat. Allah SWT telah menjelaskan secara rinciadiam Al-Qur'an Surat
An-Nisa Ayat 15 dan Surat An-Nur Ayat4.

Ada bebarapa hal yang menjadikan alasan mengapgigen
tertarik untuk membahas Perda Kota Tangerang N@n®eri E Tahun
2005 tentang Pelarangan Pelacuran ini, yang pergalaah belum adanya
penelitian yang membahas mengenai Perda terseduld, pnumnya yang
dibahas oleh orang UU yang bersifat umum yang kerlaagi seluruh
penduduk Indonesia. Yang kedua adalah mengenaidaden Perda Kota
Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang PejarmafPelacuran
yang mengandung kontroversi bagi sebagian masytayakg mendukung
dengan sebagian masyarakat yang menolak, dalami hahsyarakat yang
mendukung antara lain Ponpes Darul Ulum, YayasatimYa&nissyah,
sejumlah Majelis Taklim, KNPI, MUI, Massa Ciledugemuda Muslim
Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Islam, Lembaga Pemjzen
Masyarakat, Pemuda Pancasila, serta beberapa -elenasyarakat,

Sedangkan masyarakat yang menolak keberadaan Perdatara lain

% ihat KOMPAS, Jumat 27 Juni 2008.
27 Abul A’la Almaududi,Op,.Cit,hlm. 62.
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Komnas Perempuan, Koalisi Anti Perda DiskrimingdfANTIF), Tim
advokasi Perda Diskriminatif (Takdir) yang terdatas LBH Jakarta,
PBHI, LBH APIK, dan Mitra Perempuan. Dukungan dantikan ini
terjadi karena perbedaan persepsi terhadap kelera®zrda Kota
Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pejaraelacuran,
sehingga apabila perbedaan ini dibiarkan, maka dikpat menimbulkan
konflik di masyarakat. Yang ketiga penulis mengamgerlu untuk
mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan dRkewa ini sehingga
penulis dapat menemukan kesimpulan yang berartikukémaslahatan
umat.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisagenai
permasalahan dalam Perda Kota Tangerang Nomori&ESkhun 2005
tentang Pelarangan Pelacuran ini ke dalam skrigsuls yang berjudul
“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERDA KOTA
TANGERANG NOMOR 8 SERI E TAHUN 2005 TENTANG

PELARANGAN PELACURAN?".

. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuradkaatas
penulis merumuskan permasalahan dalam peneliizelragai berikut:
1. Bagaimanakah pandangan hukum pidana positif tepgh®&ada Kota
Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang PelaraPeglacuran ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana Islam terh@dega Kota

Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang PelaraPglacuran ?
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C. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini di maksudkan:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandang&omh

pidana positif terhadap Perda Kota Tangerang NerBESTahun 2005
tentang Pelarangan Pelacuran.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidatem |
terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahud 280tang

Pelarangan Pelacuran.

D. Tinjauan Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukaik, itu

hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak madan coraknya.

Disamping itu banyak pula sudut pandang serta reey@thg digunakan

masing-masing penulis, tetapi karya pemikiran yar@gnbahas mengenai

tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Kotaydiamg No 8 Seri E

Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran secardikspetum ada,

hanya saja penulis menemukan beberapa karya ilyaaly berkaitan

dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

1.

“Hasil Tes DNA (Deoxyribo nucleic Acid) Sebagai Abatkti yang
Alternatif dalam Jarimah Ziraoleh Inayah Yuniastanti (2100057)

Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasil tes DNA

(Deoxyribonucleic Acid)dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
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alternatif dalam jarimah zina, karena tes DNA menmenkriteria
persyaratanQarinah yang mempunyai kepastian sebagai alat bukti
dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkatentisitas tes
DNA sebagai alat bukti diambil langsung dari yaagkait tanpa bisa
direkasaya hasilnya. Namun kedudukannya dalamdmedtppan hukum
pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat buktneri(menggantikan
kedudukan alat bukti yang telah diformulasikan)hiBgga tes DNA
disini kedudukannya sebagai alat bukti sekundertuyalat bukti
pengguatkan bukti primer.

. Buku yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Luaskarangan Rozali
Abdullah, yang menerangkan mengenai latar belakargiya UU No
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentdkarah,
pembagian urusan pemerintahan dan juga PerdaPssdsuran Kepala

Daerah.

. Buku karya AW. Widjaya yang berjudulOtonomi Daerah dan
Daerah Otonorh yang menjelaskan antara lain mengenai konsep
pelasanaan otonomi daerah, kebijakan dan strategiomi daerah,
tujuan dibentuknya UU No 32 tentang Pemerintahaeréla serta

kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

. Dalam kitab yang berjudulat-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami” karangan
Abdul Qodir Audah yang menjelaskan berbagai pertahaa dalam
hukum pidana Islam, mengenai pengertian jarimah¢camamacam

jarimah serta hukumanya, termagakmah zina.
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5. Dalam buku‘Hukum Pidana Islam”karangan Ahmad Wardi Muslich,
menuturkan mengenai pandangan terhadap masalaklaera hukum
pidana Islam dan hukum positif serta pendapat dampat Imam
mazhab mengenai definisi zina dan hukumanya. Sélaijjuga dalam
buku lain karangan A. Hanafi yang berjudi#l€hgantar Asas Hukum
Pidana Islami yang membahas mengenai asas-asas dalam hukum

pidana Islam.

6. Buku karya Topo Santoso yang berjudMeémbumikan Hukum Pidana
Islan?’ penerbit Gema Insani Prees, Jakarta, Tahun 2B6QRu ini
menjelaskan mengenai hukum pidana Islam termasulsifikiasi
kejahatan dalam hukum pidana islam serta beberahdtan dan

hukumnya, termasuk kejahatan zina.

7. Selain itu juga ada buku karangan Louise Brown yaagudul ‘Sex
Slaves (Sindikat perdagangan perempuan di"A$fapenerbit Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 2005, bahasan bokunéngenai
pelacuran dan perdagangan wanita yang menjadi tmdiex global
yang tidak mudah untuk dihilangkan. Dalam bukujiga dijelaskan
mengenai berbagai instrument hukum Internasionah dakum

Nasional yang melarang pelacuran dan sebab alabigbelacuran.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi, Hduk serta

kitab-kitab di atas guna membedakan antara peaelittang akan

%8 | ouise Brown Sex Slaves (Sindikat perdagangan perempuan djJasiarta, Yayasan
Obor Indonesia, 2005.
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dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah wikak sebelumnya
oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan daringeaduplikasi. Karena
itulah sekali lagi penelitian ini akan menjelasksberapa hal yang tidak
diungkapkan oleh penelitian sebelumnya di atasgalerpenelitian ini
semoga dapat dijadikan pengalaman atau tambaheremsi berfikir dan
berwacana dalam kasus-kasus yang sama, tentungan dahl yang
berkaitan dengan suatu Perda yang akhir-akhir imiammarak di

diterapkan diberbagai Kota di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian
Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalsdtu cara
atau jalan yang di tempuh dalam mencari, menggaéngolah dan
membahas data dalam suatu penelitian, untuk meieperoembali
pemecahan terhadap permasalafiddntuk memperoleh dan membahas
data dalam penelitian ini penulis menggunakan neetodtode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
a. Jenis penelitian yang di maksud penulis ad@@als penelitian
kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanyi peroleh dari
data-data dokumentasi, berupa Undang-undang, [Pamatu

Pemerintah, TAP MPR, Perda Kota Tangerang No 8Ed@hun

29 Joko Subagyoletodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Prakfelakarta: PT. Rineka
Cipta, 1994, him. 2.
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2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan buku-bulg lganyang
berkaitan dengan permasalatian.

b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitiarukidm
doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukumkdnsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perungiaggngan
(law in books)atau penelitian yang sepenuhnya mengunakan data
sekunder (bahan kepustakaZh).

2. Sumber Data

a. Sumber data primer merupakan literatur yang langsun
berhubungan dengan permasalahan penelitian, yartdartg-
undang yang berlaku serta buku-buku yang membalesgenai
hukum di Indonesia, seperti UUD 1945, Kitab Uundangang
Hukum Pidana (KUHP), Perda Kota Tangerang Nomore8 B
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, UU No@draBun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diepetmituk
memperkuat data yang diperoleh dari data primetuydiuku-
buku, hasil seminar, makalah, lokakarya, majaldses artikel
internet, yang antara laijsas-asas Hukum Pidana Islgianafi,
ahmad, 1993),Pelaksanaan Otonomi Luas (dengan pemilihan

kepala daerah secara langsung@yozali Abdullah) Hukum Pidana

%0 Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongeedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Syari'ah, Semarang, 2006, him. 11.

31 Amirudin, Zainal Asikin,Pengantar Metodologi Penelitian Hukydakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003, him. 118.
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Islam @Ahmad Wardi Muslich, 2005) Konstitusi &
Konstitusionalisme Indonesi@imly Asshidigie)dan juga buku-
buku yang lain.
3. Metode Pengumpulan Data
1. Library Research
Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan

menghimpun data dari berbagai literatur, baik dippstakaan
maupun di tempat-tempat lalhDalam hal ini penulis melakukan
penelusuran untuk memperoleh data-data yang dkaariu
berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, undang-undaag, literatur
yang ada relevansinya dengan permasalahan tersafiuk
kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh, teakum,
dalil, prinsip, pendapat, gagasan, yang telah dikerkan para
teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat diganakintuk
menganalisa dan memecahkan masalah yang diseldgamping
itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa megkgpkan
buah pikiran secara sistematis. Teknik yang di ganaadalah
teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-dattulis

yang telah menjadi dokumen lembaga atau instarishte >

%2 Rony Hanitijg Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetiakarta: Ghalia Indonesia,
him. 30.

% Hadari,et al., Instrumen Penelitian Bidang Sosi®andung: Gajah Mada University
Press, 1995, him. 69.
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4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data peneliti menganalisis(dsntent
analisys)atau analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengikapudan
menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, lkaliga
kemudian di adakan analisis dengan metode degkyigiini penulis
mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkata dian

menganalisanya untuk kemudian di ambil sebuah krdan3*

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu mhupenelitian,
maka di susun sistematika sedemikian rupa yangitdeti lima bab yang
masing-masing mempunyai karakteristik yang berbedenun dalam
kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi.

Bab | : Pendahuluan yang meliputi, latar belakangsatah,
rumusan masalah, metodologi penelitian dan telaalstaga dan
sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menbgekan isi
penelitian dan latar belakang yang menjadi pedomalam bab-bab
selanjutnya.

Bab Il : Tinjaun umum tentang perzinahan dalam peksf
hukum pidana positifdan hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian

zina, unsur-unsur , pembuktian untitkdak pidana zina, macam-macam

% Winarno SurachmarPengantar Penelitian Dasar llmiah, Metode, TekhiBkrndung:
Tarsito, 1998, him.139.
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hukuman untukindak pidana zina dan hal-hal yang dapat mengduagur
pelasanaan hukuman bagi pelaikalak pidana zina.

Bab Ill : Ketentuan pidana dan sumber hukum dalamd Kota
Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang PelaraRgaturan, yang
meliputi: latar belakang penyusunan Perda Kota @&y No 8 Seri E
Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, sumbemnhdin sistematika
dalam pembentukan Perda dan ketentuan pidana yangy dalam Perda
Kota Tangerang No 8 Seri E Tahun 2005 tentang &®jan Pelacuran.

Bab IV : Analisis hukum Pidana positif dan hukundgmna Islam
terhadap Perda Kota Tangerang No 8 Seri E Tahurb 2@@tang
Pelarangan Pelacuran.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir sekalipab penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran damupep.
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